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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan analisis yang penulis lakukan, adapun kesimpulan yang

dapat ditarik adalah:

1.

Teori kepastian hukum diartikan secara sederhana bahwa setiap tindakan yang
dilakukan oleh pejabat negara dalam hal pemeriksaan protokol Notaris secara online
harus didasari oleh suatu dasar hukum yang mengaturnya. Mengacu pada ketentuan
Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap
protokol Notaris secara berlaka 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap tahun
yang dianggap perlu tidak menyebutkan bahwa pemeriksaan protokol Notaris dapat
dilakukan secara langsung maupun secara online. Sehingga pemeriksaan protokol
Notaris yang dilakukan secara online setelah endemi Covid-19 belum memiliki
kepastian hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah
Notaris Kota Yogyakarta sejak tahun 2020.

Selama pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini pemeriksaan protokol Notaris di
Kabupaten Bantun telah dilakukan secara online, namun mengingat bahwa protokol
Notaris merupakan dokumen negara yang perlu dilindungi serta perlu diawasi
khususnya terhadap buku repertorium Notaris serta kelengkapan administrasi yang

harus dipenuhi oleh Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
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tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, maka seharusnya pemeriksaan protokol Notaris yang ideal adalah
dilakukan dengan memeriksa secara langsung dengan mendatangai kantor Notaris.
Hal ini bertujuan agar majelis pengawas daerah Notaris Kota Yogyakarta dapat
melakukan uji petik dan memastikan secara langsung buku repertorium, kondisi
kantor, dan penyimpanan akta notariil yang perlu dijaga.
B. Saran
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.1. Yogyakarta
melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia disarankan agar mengubah 1 (satu) pasal dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris scbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menambahkan 1 (satu)
frasa dalam Pasal 70 huruf b yang berisi rumusan “melakukan pemeriksaan terhadap
protokol Notaris secara langsung secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sekali
atau setiap waktu yang dianggap perlu”. Hal ini bertujuan agar seluruh majelis pengawas
daerah Notaris di seluruh Indonesia memiliki keseragaman dalam proses pemeriksaan

protokol Notaris yang berkepastian hukum.
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